PENDIDIKAN TINGGI DAN
NATION AND CHARACTER
BUILDING

Suprodjo Pusposutardjo*

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara
beberapa bulan terakhir yang penuh diwarnai dengan
kekerasan dan menuju ke arah disintegrasi sangat gayut
untuk ditelaah sebagai substansi studi Ketahanan Nasional.
Demikian pula bila permasalahan tersebut dipertanyakan
kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi,
sebagai lembaga yang secara formal diberi mandat untuk
menyiapkan intelektual bangsa pelaku utama terwujudnya,
maupun berlangsungnya proses nation and character
building.

Berkaitan dengan nation and character building, perlu
dikemukakan bahwa peran perguruan tinggi (melalui peran
intelektual hasil didiknya dan proses pendidikannya) hanya
merupakan bagian dari proses mewujudkan nation and
character building yang sangat luas cakupannya dan sangat
komplek prosesnya. Uraian ini akan memaparkan bagaimana
upaya yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi selaku penanggungjawab pengarahan dan pembinaan
penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan kewenangan
mandat dan kemampuan yang sangat terbatas, berupaya
untuk memenuhi tuntutan dan berlangsungnya nation and
character building.

Perundangan Penyelenggara-
an Pendidikan Tinggi

Landasan perundangan dan
peraturan penyelenggaraan pen-
didikan tinggi di Indonesia saat
sekarang adalah UU No. 2/1989

* Direktur Direktorat Pembinaan Sarana
Akademis, Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan.

dan PP No. 60/1999. Bentuk ope-
rasionalisasi dari UU No. 2/1989
dan PP No. 60/1999 yang ber-
laku secara nasional dalam ben-
tuk peraturan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
(Kep. Mendikbud) atau dalam
bentuk peraturan keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi (Ditjen Dikti) belum ada.
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Namun demikian, dalam UU No.
2/1989 maupun dalam PP No.
60/1990, mandat pendidikan
tinggi untuk berperan sebagai
pelaku utama proses terwujud-
nya nation and character building
secara jelas dan tegas dicantum-
kan di dalamnya.

Butir-butir perundangan dan
peraturan yang memuat proses
nation and character building
dalam penyelenggaraan pendi-
dikan tinggi di antaranya adalah
sebagai berikut:

1. UU No. 2/1989:

(i) Ps. 4 tentang tujuan Pendi-
dikan Nasional (tercakup di
dalamnya pendidikan tinggi)
adalah untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan me-
ngembangkan manusia In-
donesia seutuhnya, yaitu
manusia yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, dan berbu-
di pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan kete-
rampilan, kesehatan jasmani
dan rohani, kepribadian

- yang mantap, mandiri serta

rasa tanggung jawab ke-
masyarakatan dan kebang-
saan.

(ii) Ps 28 ayat (2) tentang syarat
sebagai tenaga pengajar se-
lain memiliki kualifikasi aka-
demis juga memenuhi per-
syaratan “beriman dan ber-
taqwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, berwawasan Pan-

casila dan UUD 1945”.

(iii) Ps. 38 ayat (1) menyatakan
antara lain “pelaksanaan
kegeiatan dalam satuan pen-
didikan didasarkan atas
kurikulum yang berlaku se-
cara nasional dan kurikulum
yang disesuaikan dengan
keadaan, serta kebutuhan
lingkungan dan ciri khas
satuan pendidikan yang ber-
sangkutan”;

(iv) Ps. 39 ayat (2) menyatakan
“isi setiap jenis, jalur dan jen-
jang pendidikan tinggi wa-
jib memuat: a. pendidikan
Pancasila, b. pendidikan
Agama, dan c. pendidikan
Kewarganegaraan”, dengan
nilai-nilai kandungan nation
and character building dapat
dilihat di Lampiran A;

2. PP No. 60/1999:

(i) Ps.2ayat (1) tentang tujuan
pendidikan tinggi, sebagai
rincian kekhasan UU No. 2/
1989 Ps. 4 menyebutkan se-
bagai berikut: ayata. "menyi-
apkan peserta didik menja-
di anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan aka-
demik dan/atau profesional
yang dapat menerapkan,
mengembangkan dan/atau
memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan, teknologi dan
/atau kesenian, b. mengem-
bangkan dan menyebarluas-
kan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau kesenian



Suprodjo Pusposutardjo, Pendidikan Tinggi dan Nation and Character Building 11

serta mengupayakan peng-
gunaannya untuk mening-
katkan taraf kehidupan ma-
syarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional”.

(i) Ps. 7 ayat (1) tentang peng-
gunaan Bahasa Indonesia se-
bagai bahasa pengantar pen-
didikan tinggi, dan dalam
ayat (2) tentang penggunaan
bahasa daerah serta bahasa
asing sebagai bahasa peng-
antar “sejauh diperlukan da-
lam penyampaian penge-
tahuan dan/atau pelatihan
dan/atau keterampilan”;

(iii) Ps.13 ayat(2) penegasan ten-
tang berlakunya UU No. 2/
1989 Ps. 38 ayat (1) dan Ps.
39 ayat (2);

(iv) Ps. 104 ayat (1) tentang sya-
rat sebagai dosen selain se-
perti tercantum dalam UU
No.2/1989 Ps. (2) juga ditam-
bahkan butir-butir “mempu-
nyai moral dan integritas
yang tinggi serta memiliki
rasa tanggungjawab yang
besar terhadap masa depan
bangsa dan negara”;

Perkembangan terakhir dari
mandat perguruan tinggi dalam
nation and character building ber-
dasarkan UU No. 2/1989 dan PP

No. 60/1990 implementasinya

harus ditinjau kembali dengan

adanya UU No. 22/1999 tentang

Pemerintahan Daerah, di mana

penyelenggaraan pendidikan

merupakan kewenangan daerah

(Ps. 7 ayat (1)). Situasi pelaksan-
aan mandat nation and character
building penyelenggaraan pen-
didikan tinggi akan lebih lancar
bila penyelenggaraan pendidi-
kan tinggi dapat dikategorikan
dalam pemberdayaan sumber-
daya manusia, dan pendaya-
gunaan sumberdaya alam serta
teknologi tinggi yang strategis
hingga oleh karenanya kewe-
nangannya masih ditangani pu-
sat.

Pemahaman terhadap Perma-
salahan

Norma nation and character
building yang secara perundang-
an dan peraturan dimandatkan
untuk dapat diwujudkan dalam
penyelenggaraan pendidikan
tinggi harus dilengkapi dengan
nilai-nilai tolok ukur yang gayut.
Kalau norma nation and charac-
ter building nisbi tetap (perubah-
an secara nyata lama), tetapi
nilai-nilainya sangat dinamis se-
cara situasional dan kontekstu-
al. Laju perubahan nilai-nilai
norma nation and character build-
ing yang berlangsung sangat ce-
patdan beragam seringkali tidak
dapat terjangkau oleh upaya
penyesuaiannya dalam meka-
nisme sistem pendidikan tinggi.
Ada beberapa penyebab yang
dapat dikemukakan tentang
ketidakgayutan antara nilai
yang disusun dengan norma
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situasional dan kontekstual na-
tion and character building dalam
penyelenggaraan pendidikan
tinggi.

Pertama, adanya keragaman
penyelenggaraan pendidikan
tinggi dan luas jangkauan wi-
layah (agihan keberadaannya) di
tanah air. Penyempurnaan isi
Garis Besar Proses Pembelajaran
(GBPP) dan penyegaran (refresh-
ing) atau pemutakhiran (updat-
ing) ilmu bagi para pengajar
(dosen) pendidikan Pancasila,
pendidikan Kewarganegaraan
dan pendidikan Agama berlang-
sung setiap tahun. Namun demi-
kian untuk dirumuskan, dan di-
wujudkan sebagai materi kuliah
lengkap dengan proses pembela-
jarannya yang dapat menjang-
kau perguruan tinggi seluruh
wilayah tanah air, paling tidak
memerlukan waktu 2-3 tahun.
Akibatnya adalah nilai norma
yang dirumuskan secara konteks-
tual dan situasional akan selalu
tertinggal.

Kedua, permasalahan inter-
nal dalam berkehidupan ber-
bangsa dan bernegara yang
muncul sebagai dampak kebijak-
an pembangunan selama 30
tahun terakhir. Kesalahan yang
perlu dipakai pelajaran dan tidak
boleh diulangi lagi dari Pemba-
ngunan Jangka Panjang (PJP) I
karena merusak norma dan nilai
nation and character building ada-
lah:

1. Konsep Tri Logi Pemba-
ngunan (stabilitas, pertumbuhan
ekonomi, pemerataan) yang da-
lam implementasinya telah men-
jauhkan nilai norma manusia
yang beriman dan bertaqwa ter-
hadap Tuhan Yang Maha Esa,
dan berbudi pekerti luhur. Hal ini
terjadi karena: (i) stabilitas diwu-
judkan sebagai pembenaran
sepihak terhadap penguasa se-
hingga terjadi simoni dan nepo-
tisme, (ii) pertumbuhan ekonomi
yang pesat dengan sumberdana
terbatas mendorong terjadinya
nepotisme, pembenaran atas
dasar fakta kebendaan manipu-
latif yang mengarah pada reify-
ing values, tanpa dilandasi keju-
juran pelaksanaannya oleh seke-
lompok anggota masyarakat
yang diberi kuasa; (iii) peme-
rataan yang membentuk masya-
rakat klien!, yaitu masyarakat
yang orang-orangnya tergan-
tung pada dan dikendalikan oleh
penolong dan pemimpin mereka,
bukannya masyarakat yang orang-
orangnya berkepribadian yang
mantap, mandiri serta rasa tang-
gungjawab kemasyarakatan dan
kebangsaan sebagaimana la-
yaknya seorang warganegara.

2. Pembangunan terpusat, de-
ngan pemerintahan pusat se-
bagai pengayuh dan daerah se-
bagai penyedia sumberdaya ser-
ta penerima alokasi manfaat se-
lain membentuk masyarakat
kliente, juga telah merusak sen-
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di-sendi pengembangan norma
character and nation building. Jiwa
dan semangat Pancasila yang
mendasari serta memandu pro-
ses ke arah terbentuknya cende-
kiawan beriman dan bertawqa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
bertanggung jawab terhadap
peningkatan taraf kehidupan
masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional, dibutakan
dengan ukuran-ukuran kasat
(riil) yang tertuang dalam Ke-
tetapan (TAP) MPR No. II/
MPR/1978, dengan nama Eka-
prasetia Pancakarsa. Sebagai
materi Tap. MPR, tentu saja pe-
nalaran dan peninjauan ter-
hadap nilai-nilai norma yang di-
cantumkan menjadi sangat ter-
batas, bahkan mekanisme pe-
nyampaiannya juga dikenda-
likan oleh lembaga BP7 secara in-
doktrinasi. Keadaan ini jelas
bertentangan dengan jiwa dan
semangat pembelajaran di per-
guruan tinggi yang dilandasi oleh
kebebasan mimbar akademi dan
otonomi keilmuan.

Hal ketiga yang menimbulkan
permasalahan dalam character
and nation building di pendidik-
an tinggi adalah proses pembela-
jaran yang sangat peka terhadap
globalisasi. Di dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan pen-
didikan tinggi, globalisasi adalah
proses yang ditandai oleh ada-
nya lima aliran atau pergerakan

(i) penduduk menerobos ba-

tas-batas nasional, di mana pen-
duduk tersebut bukan hanya se-
bagai sumber, tetapi juga sebagai
pembawa informasi;

(ii) informasi, yang berupa
data dari laporan ilmiah, siaran
berita statistik, dokumen film
dan video, yang penyebarannya
sangat tergantung pada teknolo-
gibaru;

(iii) teknologi baru yang beru-
pa teknologi komunikasi dan
produksi serta pengagihannya,
telah memungkinkan terjadinya
perubahan radikal dalam orga-
nisasi (berbangsa dan bernegara)
serta baku berkehidupan, dan
agihan kesejahteraan;

(iv) aliran modal yang sangat
eratdengan aliran teknologi yang
volume hariannya melebihi vo-
lume keseluruhan produk dari
sebagian besar negara-negara di
dunia, dan berada di luar ke-
mampuan pengendalian peme-
rintah;

(v) gagasan dan citra.

Kelima aliran pergerakan da-
lam globalisasi oleh Appadurai®
dikatakan mencakup matra kul-
tural: etnoscapes, mediascapes,
technoscapes, finascapes dan id-
eoscapes.

~Adanya aliran berbagai matra
dalam globalisasi tentu saja akan
menjadikan manusia/ penduduk
dalam berkehidupan menjadi
termanfaatkan dalam suatu ru-
ang yang tetap. Akibatnya fre-
kuensi interaksi antara individu
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menjadi semakin tinggi, semakin
kompleks, dengan menuju ke
kegalauan. '

Globalisasi akan menyatukan
berbagai sistem kebudayaan
yang sebelumnya berjalan secara
otonomi, menambah jumlah dan
macam pelakunya, serta objek-
tifnya dalam geometrik kema-
juan.

Sangat disayangkan bahwa
proses perubahan kultural dalam
proses globalisasi ini berlangsung
secara homogenisasi (cultural ho-
mogenisation) yaitu suatu proses
dengan kecenderungan pe-
niadaan berbagai perbedaan
yang ada, dengan ciri yang kuat
mendominasi yang lemah. Pro-
ses homogenisasi kultural men-
cakup matra etika dan moral,
kesejarahan, kekhasan kultural,
sifat alami dari modernisasi, dan
daya dari teknologi®.

Dari uraian tentang globalisa-
si, baik adanya proses aliran atau
pergerakan yang mencakup lima
dimensi kehidupan maupun
proses homogenisasi kultural,
tampak bahwa secara fenome-
nal, konsep nation and character
building norma dan nilai-nilainya
harus ditinjau, dikaji, dimuta-
khirkan kegayutannya secara
kontekstual dan situasional. Di
satu sisi proses pembangunan
PJP I yang telah berlangsung
kurang atau tidak memberi pe-
luang ke arah pemutakhiran se-
cara terbuka, yang sebenarnya

bertentangan dengan landasan
nation and character building Pan-
casila yang pada dasarnya meru-
pakan idiologi negara yang ter-
buka.

Tarik menarik antara faktor
internal dan globalisasi nation
and character building berlang-
sung dalam pendidikan tinggi
tanpa disadari bahwa saat se-
karang kedudukan perguruan
tinggi tidak lagi merupakan
pembangkit utama ilmu penge-

tahuan. Demikian pula ilmu-

pengetahuan yang dipelajari bu-
kan lagi sebagai a body of know-
ledge, tetapi sebagai a method of
inguiry yang terkandung dalam
seni serta humaniora, yang ber-
peran penting dalam proses poli-
tik demokrasi sebagai landasan
kehidupan® dikembangkan mela-
lui kebebasan akademik dan oto-
nomi keilmuan. Oleh karenanya
tidak perlu dikhawatirkan bah-
wa proses pendidikan tinggi di
era globalisasi akan melemahkan
nation and character building yang
sudah dibangun oleh perintis
negara (the fouding fathers), sela-
ma proses pendidikannya ber-
jalan di atas hakiki otonomi keil-
muan dan kebebasan mimbar
akademik. Meksiko yang menco-
ba pendidikan tingginya meng-
global dengan USA telah dinilai
gagal tidak hanya dalam nation
and character building tetapi juga
dalam hal menghasilkan sum-
berdaya manusia yang berperan
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langsung dalam kegiatan eko-
nomi bangsanya. Demikian pula
sistem indoktrinasi proses nation
and character building di pendi-
dikan tinggi Indonesia, kalau
mau diakui dapat dikatakan
tidak dapat mencapai sasaran
seperti yang diharapkan.

Kebijakan Ditjen Dikti

Menanggapi permasalahan
yang dihadapi, langkah kebijak-
an strategis dari Ditjen Dikti di-
tuangkan dalam bentuk KPPT-
JP1996-2005. Paradigma penye-
lenggaraan pendidikan tinggi
yang berupa otonomi, mutu pen-
didikan, akuntabilitas, evaluasi
diri, dan akreditasi, yang di-
dukung oleh pemerataan penye-
langgaraan pendidikan dan
kesempatan mengikuti pendidik-
an tinggi pada intinya mencer-
minkan tujuan dari nation and
character building.

Langkah strategis sepuluh
tahunan tersebut, dikaji kega-
yutannya secara situasional dan
kontekstual yang hasilnya di-
implementasikan dengan lang-
kah-langkah taktis. Berapa lang-
kah taktis yang ditempuh oleh
Ditjen Dikti untuk mencapai tu-
juan nation and character building
adalah sebagai berikut:

1. Mengubah isi, dan proses
pembelajaran pendidikan Pan-
casila, pendidikan Kewargane-
garaan, dan pendidikan Agama
sehingga sesuai dengan landasan

penyelenggaraan pendidikan
tinggi otonomi keilmuan dan ke-
bebasan mimbar akademis. Isi
pendidikan Pancasila yang di-
perbaharui menempatkan Pan-
casila sebagai filsafat dan etika
ilmuwan yang dikembangkan di
perguruan tinggi, internalisasi
nilai sejarah perjuangan bangsa,
Pancasila sebagai sistem keta-
tanegaraan, dan paradigma
pembangunan berdasarkan Pan-
casila, di samping Pancasila se-
bagai idiologi. Proses pembelaja-
ran dilakukan secara kritis, anali-
tis melalui dialog kreatif untuk
meyakini kebenaran dan keteta-
pan Pancasila sebagai nilai dasar
kebangsaan, idiologi nasional
dan dasar negara.

2. Matakuliah pendidikan
Kewarganegaraan yang di da-
lam Sistem Pendidikan Nasional
(UU No. 2/1989 Ps. 39 ayat (2))
disebutkan “... pada jenjang pen-
didikan tinggi pendidikan bela
negara diselenggarakan antara
lain melalui pendidikan ke-
wiraan.” diubah disesuaikan
dengan isi pendidikan Pancasila
dengan lebih mengetengahkan
pembahasan terhadap matra
kognitifdan afektif daripada
matra psikomotorik. Proses pem-
belajarannya juga diubah seper-
ti halnya proses pendidikan Pan-
casila, sehingga kesan kuat ada-
nya doktrin militerisasi dalam
pendidikan tinggi dapat diha-
puskan.
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Di dalam pembahasan
pendahuluan oleh Kelompok
Kerja telah dikemukakan subs-
tansi (materi) Ketahanan Na-
sional akan dikeluarkan dari pen-
didikan Kewarganegaraan dan
diangkat menjadi substansi ka-
jian di program pascasarjana.
Pertimbangannya adalah, ca-
kupan dan pemahaman makna
ketahanan nasional saat seka-
rang dalam kehidupan mengglo-
bal sangat luas, sehingga pem-
bahasan yang sangat singkat jus-
tru akan mengaburkan makna
utama dari substansi yang dibi-
carakan.

3. Proses dan isi Pendidikan
Agama juga sedang disempur-
nakan, dengan lebih menekan-
kan pada hampiran kultural
yang meningkatkan kemam-
puan kognitif terhadap peneri-
maan pluralitas beragama. Se-
suai dengan tujuan dan sasaran
penyempurnaan pendidikan
- Agama tersebut, maka pelaksa-
naan penyempurnaannya di-
lakukan per wilayah, yaitu wi-
layah Barat, Tengah, dan Timur,
bekerjasama dengan Departe-
men Agama.

4. Pengembangan pendidikan
tinggi atas dasar Pola Ilmiah Po-
kok, yang mencerminkan kepe-
dulian, kesadaran, dan kemam-
puan untuk mengangkat sum-
berdaya alam yang khas setem-
patsebagai unggulan kompetitif
dan komparatif penyelengga-

raan pendidikan. Sejarah per-
kembangan pendidikan tinggi
menunjukkan bahwa nilai ke-
sejarahan, dukungan sumber-
daya alam sekitar sebagai ins-
pirator kekhasan permasalahan,
dan kapasitas penyelenggaraan
yang terbatas telah membawa
ciri-ciri khas akademisnya. Fak-
ta ini dikembangkan dalam ke-
hidupan global pendidikan ting-
gi untuk membentuk jaringan
kerja berkehidupan (network)
model Naisbitt yang bercirikan
“for a network to work, everyone
has to feel that they are in the cen-
ter. That's when it’s really power-
ful. ... Small is beautifull, but in this
context is appropriate scale”®.
Untuk mencapai tujuan ini
dipakai kurikulum pendidikan
tinggi yang terdiri dari kuriku-
lum nasional dan kurikulum
lokal, yang mencerminkan nilai-
nilai keunggulan serta kepenting-
an penyelenggaraan pendidikan-
nya. Diharapkan di masa datang
akan terbentuk pusat-pusat ke-
unggulan akademis yang bersi-
fat nasional, pusat pertemuan
cendekiawan dan berbagai ra-
gam kultur masyarakat tanah air
maupun internasional sebagai
wahana national building.
Keanekaragaman isi pendidikan
tinggi diikat oleh 4 (empat) pen-
didikan tinggi ciri kurikulum na-
sional cermin dari character and
national building yang berujud:
learning to know, learning to do,
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learning to behave, and learning to
live together” yang diletakkan
pada landasan kokoh pendidik-
an Pancasila, pendidikan Ke-
warganegaraan dan pendidikan
Agama.

5. Pengembangan penyeleng-
garaan pendidikan tinggi ke
arah kehidupan madani. Seperti
yang telah diuraikan pemba-
ngunan terpusat, termasuk pem-
bangunan pendidikan tinggi
dalam PJP I telah menimbulkan
masyarakat kliente perguruan
tinggi. Kehidupan ini sedemi-
kian rupa sehingga telah sampai
membentuk cendekiawan ber-
kultur kliente, terutama di per-
guruan tinggi negeri. Untuk me-
niadakan terbentuknya masya-
rakat kliente yang bertentangan
dengan jiwa dan semangat cha-
racter and national building bang-
sa Indonesia, maka dikembang-
kan perguruan tinggi yang dike-
lola secara badan hukum, yang
penyelenggaraannya dikukuh-
kan melalui PP NO. 61/1999.
Sistem pengelolaan pendidikan
tinggi berbadan hukum memiliki
hak dan tanggungjawab untuk
memanfaatkan sumberdaya
yang dimilikinya secara mandiri
untuk mendukung kegiatannya,
toleran terhadap perbedaan
pendapat dan bebas dari campur
tangan politik, menghindari he-
gemoni intelektual, sambil beru-
paya menjaga hak mahasiswa
untuk belajar dan hak dosen un-

tuk mengajar sesuai dengan mi-
natnya masing-masing (otonomi
ilmu).

Karena untuk mewujudkan
perguruan tinggi madani memer-
lukan perubahan yang men-
dasar terhadap sikap dan sema-
ngatakademik semua warga per-
guruan tinggi, maka pelaksa-
naannya akan dilaksanakan se-
cara bertahap. Dorongan ke arah
terbentuknya perguruan tinggi
madani dilakukan dengan
mengembangkan alokasi dana
pembangunan dan dana penye-
lenggaraan perguruan tinggi se-
cara kompetitif menurut kese-
padanan kelompok-kelompok.

6. Antisipasi terhadap UU
No. 22/1999 tentang Sistem Pe-
merintahan Daerah. Implemen-
tasi dari UU No. 22/1999 cen-
derung bahwa perguruan tinggi
akan dimasukkan sebagai instru-
men daerah untuk pengem-
bangan sumberdaya manusia
setempat yang diperlukan se-
bagai pelaku pembangunan.

Untuk menanggapi agar per-
guruan tinggi tidak sampai men-
jadi asetlokal dan kehilangan ciri
lembaga pengembangan aka-
demik universal, maka ditempuh
strategi restrukturisasi dan repo-
sisi penyelenggaraan program
profesional (DIII dan DIV). Di
dalam restrukturisasi dan repo-
sisi, program profesional diarah-
kan untuk menyatu pola pikiran
pemecahan masalah think local-
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ly, act globally Naaisbitt terhadap
pemecahan masalah pengem-
bangan kawasan ekonomi ter-
padu. Langkah ini telah diimple-
mentasikan dalam bentuk kerja-
sama Pemerintah Daerah, dan
industri terkait sebagai the orga-
nized community sebagai induk
semang program DIII dan DIV
melalui kerjasama Indonesia-
Jepang, dan Indonesia-the Ne-
therland.

Kesimpulan

Norma, pelaksana dan proses
pembentukan nation and charac-
ter building cendekiawan bangsa
masa depan yang dimandatkan
kepada perguruan tinggi secara
legal sudah jelas dan lengkap.

Character cendekiawan yang
dibentuk perguruan tinggi terse-
but adalah: a. manusia yang ber-
iman dan bertaqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, dan ber-
budi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap,
mandiri serta rasa tanggung-
jawab kemasyarakatan dan ke-
bangsaan; dan b. memiliki ke-
mampuan akademik dan/atau
profesional yang dapat mene-
rapkan, mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu penge-
tahuan, teknologi, dan/atau ke-
senian serta mengupayakan
penggunaannya untuk men-

ingkatkan taraf kehidupan
masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional”.

Proses pembentukan nation
and character building dilaksana-
kan melalui kurikulum pendidik-
an tinggi yang didasari oleh pen-
didikan Pancasila, pendidikan
Agama dan pendidikan Kewar-
ganegaraan, penggunaan ba-
hasa Indonesia sebagai bahasa
pengantar, dan pendidik yang
berkompetensi secara akademis
juga mempunyai moral dan in-
tegritas yang tinggi serta memi-
liki rasa tanggung jawab yang
besar terhadap masa depan bang-
sa dan negara.

Mandat pendidikan tinggi se-
bagai lembaga untuk membentuk
nation and character building
selama 3 dasawarsa terakhir
tidak dapatberlangsung dengan
baik karena terkungkung oleh
struktur sistem pembangunan
nasional yang tidak kondusif.

Pengalaman 3 dasawarsa ter-
sebut harus ditinggalkan karena
nilai strategis cendekiawan hasil
didik pendidikan yang tidak
menyatu nation and character
building akan memperlemah
kedudukan bangsa dan negara
dalam kehidupan mengglobal
yang sangat kompetitif.

Meskipun kehidupan meng-
global tidak mungkin akan
menghapuskan ciri-ciri khas ke-
beradaan suatu kultur masya-
rakat (bangsa), namun potensi
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untuk didudukkannya pada po-
sisi kemartabatan yang lebih
rendah dan diikuti dengan di-
kuranginya hak-hak berkemanu-
siaan lewat eksploitasi kegiatan
ekonomi global peluangnya sa-
ngat besar.

Langkah antisipatif sebagai
bentuk strategi maupun taktis
telah dilakukan oleh Ditjen Dik-
ti untuk mengatasi kelemahan
pelaksanaan mandat character
and national building yang diem-
bannya.
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